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MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif
Daerah.

Dasar Hukum Peraturanini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916), UU 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 245, TLN No. 6735), PP 45 Tahun
2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50
Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 5423), PP 24 Tahun 2018 (LN Tahun 2018
No. 90, TLN No. 6215), Perpres 42 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 74), Perpres 57
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021
No. 1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pengelolaan DID, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN
Pengelolaan TKDD menetapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD, Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA
BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum, dan Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran TKDD. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer
Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID
berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan Pemerintah. Penghitungan alokasi DID
mencakup penilaian atas kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.
Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-
Procurement) merupakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah yang
pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pelelangan umum
secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. KPA BUN Penyaluran TKDD
menyusun DIPA BUN TKDD atau perubahan DIPA BUN TKDD. Penyusunan DIPA BUN
TKDD atau perubahan DIPABUN TKDD dilaksanakan sesuaidengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi
anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian
pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pengelolaan DID.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 141/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Permenkeu RI 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan
Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



- Peraturan Menteriini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 November 2021 dan diundangkan
pada tanggal 19 November 2021.

- Lampiran: halaman 31-39.



